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Daam menjalankan jabatannya, seorang notaris berwenang untuk membuat akta, yang disebut juga sebagal
minuta akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Salah satu kewajiban notaris adalah untuk
mengel uarkan salinan akta yang merupakan salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah
salinan akta tercantum frasa diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya dengan minuta akta,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pada praktiknya
terdapat notaris yang lalai dalam menjalankan kewajibannya membuat salinan sesuai ketentuan perundang-
undangan, seperti halnya kasus yang menimpa notaris dalam Putusan Pengadilan Denpasar Nomor
766/Pdt.G/2014/PN.Dps yang melakukan kelalaian dalam pembuatan salinan akta, karena kelalaiannya
sehingga mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam
penelitian ini, pertama adalah mengenai akibat hukum adanya perbedaan antaraisi salinan akta dengan
minuta akta dan yang kedua adalah mengenai tanggung jawab notaris terhadap suatu salinan akta yang
berbeda dengan minuta akta. Untuk menjawab permasal ahan tersebut menggunakan metode penelitian
berupa yuridis normatif. Penelitian ini bersifat eksplanatoris analitis. Dari hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa pertama salinan akta yang tidak sesuai dengan minuta akta, maka salinan akta tersebut tidak
memenuhi syarat formil dan materiil prosedur pembuatan akta sehingga tetap merujuk pada minuta akta
yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Selain itu, pembuatan salinan akta oleh notaris yang
tidak sesuai dengan minuta akta merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Jabatan
Notaris dan kode etik yang dapat menyebabkan sanksi administrasi sebagai bagian tanggung jawab notaris.
...... In carrying out his position, anotary has the authority to make a deed, which is a'so known as a minute
of deed which has perfect evidentiary power. One of the obligations of a notary isto issue a copy of the deed
which is averbatim copy of the entire deed and at the bottom of the copy of the deed the phraseisgiven asa
copy that has the same sound as the minute of the deed, as regulated in Law Number 2 of 2014 concerning
Notary Positions. In practice, there are notaries who are negligent in carrying out their obligations to make
copies in accordance with statutory provisions, such as the case that befell the notary in Denpasar Court
Decision Number 766/Pdt.G/2014/PN.Dps who made a mistake in making a copy of the deed, dueto his
negligence so that cause one of the partiesto feel harmed. Asfor the problems raised in this study, the first
isregarding the legal consequences of the difference between the contents of the copy of the deed and the
minute of the deed and the second is about the responsibility of the notary to a copy of the deed that is
different from the minutes of the deed. To answer these problems using research methods in the form of
normative juridical. Thisresearch is analytical explanatory. The first results of this study indicate that the
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copy of the deed is not in accordance with the minutes of the deed, then the copy of the deed does not meet
the formal and material requirements of the deed making procedure so that the jurisdiction must refersto the
minuta of the deed which has perfect evidentiary power. In addition, making a copy of the deed by a notary
that is not in accordance with the minutes of the deed isaviolation of the provisions of the Notary Position
Act and the code of ethics which can lead to administrative sanctions as a part of responsibility of the
notary.



